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KASUS: PENYIKSAAN OLEH PERSONIL MILITER
AMERIKA SERIKAT DI PENJARA ABU GHRAIB)
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adversary party since they are considered
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ABSTRACT

arty to the conflict is allowed to kill or o injure the seldiers of the
as a combatant, Indeed that the combatant is a

legitimate target of an attack. International Humanitarian Law ({HL) provides the protection to

the comb

atant who cannot continue his struggle (Hors de Combat) under the Third Geneva

Convention 1949, According to the Third Geneva Convention 1949, Hors de Combat have the
right to be treated as the prisoner of war (POW) and as the POW, then they must he treated
humanely during the detention. This article discusses whether the violation of this rule is
considered as a grave breaches of THL and the state has the obligation to punish the perpetrator
for war crimes whatsocver.
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1.

PENDAHULUAN

Dengan kemenangan  yang
dinyatakan pada tanggal 1 Mei
2003, pasukan koalisi di bawah
pimpinan Amecrika Serikat dalam
Perang Teluk II di Irak, wilayah
Irak jatuh ke dalam kekuasaan
Amerika Serikat beserta dengan
koalisinya dan pasukan koalisi
pimpinan Amerika Serikat ber-
hasil menangkap mantan Presiden
Irak Saddam Hussein. Dengan

jatuhnya wilayah lrak ke dalam
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kekuasaan Amerika Serikat be-
serta koalisinya dan keberhasilan
menangkap Saddam Hussein se-
makin mengukuhkan Amerika
Scrikat sebagai “Pemenang” da-
lam Perang Teluk 1L

Walaupun Amerika Serikat
menyatakan perang telah berakhir
dan dirinya merupakan pemenang
perang namun hal inj belum ter-
bukti, karena eskalasi gerakan
perlawanan  terhadap  Amerika
Serikat sctelah Irak jatuh ke dalam
kekuasaannya semakin mening-
kat. Misalnya, ketika pasukan
koalisi Amerika Serikat melintas
sering kali mendapat serangan
mendadak dari gerakan perlawan-
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an. Serangan mendadak dari ge-
rakan perlawanan telah menewas-
kan cukup banyak persenil militer
Amerika Serikat.

Dalam sctiap kali pertempur-
an, aftggota perlawanan yang ber-
hasit  ditangkap oleh pasukan
Amerika Serikat akan dikirim un-
tuk diinterogasi di kamp-kamp
militer Amerika Serikat yang ter-
sedia di Irak, kemudian dikirim
lagi ke sualu tempat di sebelah
barat kota Baghdad yang dikenal
dengan penjara Abu Ghraib, Para
tawanan perang anggota perla-
wanan ini diinterogasi lebih lanjut
untuk  mendapatkan  informasi
lebih lanjut mengenai keberadaan
markas-markas gerakan perlawan-
an. Dalam mengumpulkan infor-
masi intelyjen terhadap para ta-
hanan yang lertangkap, timbul
dugaan bahwa dalam pelaksanaan
pengumpulan informasi tersebut
dilakukan melalui tindakan-tin-
dakan yang tidak manusiawi yang
melibatkan petinggi-petinggt mili-
ter {Anonim. 2004f: tanpa nomor
halaman). Sejavh ini beberapa
dari dugaan-dugaan tersebut telah
terbukti. Munculnya beberapa fo-
to penganiavaan dan penyiksaan
atas lawanan perang Irak yang
ditahan di penjara Abu Ghraib di
beberapa situs internet dan media
massa baik media cctak maupun
media kaca telah memperlihatkan
dengan  jelas para tahapan di
peitjara Abu Ghraib. Para tahanan
dipermalukan dengan cara ditelan-

jangi, ditakut-takuti dengan an-
jing, dan diperlakukan dengan tin-
dakan kejam lainnya.

Hasil penyelidikan yang ditu-
lis oleh Mayor Jenderal Antonio
M. Taguba setebal 53 balaman
vang berhasil diperolch majalah
The New Yorker, mengungkapkan
terjadinya sejumiah aksi sangat
tidak manusiawt yang berten-
rangan dengan rasa kemanusiaan
di Penjara Abu Ghraib, sepanjang
Oktober-Desember 2003, Penyik-
saan dan penganiayaan para la-
hanan itu dilakukan oleh para
Polisi Militer Batalyon 327 di ba-
wah kendali Jenderal Janis
Kapinski dan anggota Badan
Intelijen Militer Amerika Serikat
{Anonim, 2006e: tanpa nomor
halaman).

Dalam hal penahanan terhadap
tawanan perang, ada suatu me-
kanisme hukum yang berlaku
untuk hal tersebut, vaitu dengan
telah berlakunya Konvenst Jene-
wa Tahun 1949, khususnya Kon-
vensi Jenewa Il 1949 tentang
Perlindungan Terhadap Hak-Hak
Tawanan Perang. Atas dasar itu
para tawanan perang yang ditahan
di penjara Abu Ghraib seharusnya
mendapatkan perlindungan seha-
gaimana yang diatur dalam Kon-
venst Jenewa 1H 1949 iersebut.
Perlindungan yang diberikan oleh
Konvensi Jenewa III Tahun 1949
terhadap tawanan perang juga
scharusnya dihormati dan dijamin
oleh Amerika Serikat sebagai
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negara pihak peserta Konvensi
Jencwa Tahun 1949,

Terjadinya penganiayaan ter-
hadap tawanan perang di penjara
Abu Ghraib, Amecrika Serikat
mengadili beberapa personil mi-
liternya yang diduga melakukan
tindakan tersebut. Berdasarkan
hasil pemeriksaan Pengudilan Mi-
liter Amerika Serikat beberapa
personil militernya terbukti me-
lakukan tindakan penyiksaan ta-
wanan perang di penjara Abu
Ghraib, sehingga pada akhirnya
Pengadilan Militer Amerika Se-
rikat memutuskan untuk meng-
hukum beberapa anggota personil
militernya (Anonim. 2004i: tanpa
nomor halaman). Dengan adanya
keputusan dari Pengadilan Militer
Amerika  Serikat untuk meng-
hukum personil militernya, Ame-
rika  Serikat menvatakan telah
menghormati dan menjamin pe-
laksanaan Konvensi III Jenewa
1949, namun scjauh ini kebenaran
darr hal tersebut masih menim-
bulkan kontroversi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang te-
lah dikemukakan di atas, penulis
merumuskan permasalahan seba-
gai berikut:

. Apakah kctentuan Konvensi
Jenewa [T Tahun 1949 dite-
rapkan oleh Pengadilan Mijli-
ter Amerika Serikat dalam
mengadili kasus tindakan pe-
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nyiksaan tawanan perang yang
dilakukan oleh personil militer
Amerika Serikat di penjara
Abu Ghraib?

2. Bagaimana tanggung jawab
pemerintah Amerika Serikat
terhadap tindakan penyiksaan
yang dilakukan oleh personil
militer negara yang bersang-
kutan?

HIL.PEMBAHASAN

Dalam Hukum Internasional
dikenal adanya teori yang me-
nyatakan bahwa, Hukum Inter-
nasional dengan hukum nasional
memiliki karakter yang sama de-
ngan hukum negara dikenal de-
ngan teori “positivisme”. Para pe-
nganut positivisme menganggap
bahwa validitas dari hukum inter-
nastonal digantungkan kepada ke-
hendak negara untuk tunduk pada
pembatasan-pembatasan yang dia-
tur olch hukum internasional, tan-
pa ada persetujuan negara untuk
mengikatkan diri, maka hukum
internasional tidak akan memiliki
validitas. Salah satu  pendapat
penganut teort “positivisme” yang
terkenal ialah  Anzilotti yang
pernah menjabat sebagai hakim
Permanent International Court of
Justice. Menurut Anzilloti, keku-

atan  mengikat hukum interna-
sional dapat ditelusuri  sampai

pada prinsip tertinggi yang dike-
nal dengan prinsip Pacta Sunt
Servanda yang menjelmakan diri
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ke dalam seluruh kaidah termasuk
hukum internasional (J.G. Starge,
1995: 27).

Dalam hubungan antara hu-
kum interpasional dengan hukum
nasisnal, dikenal adanya dua
aliran, yaitu aliran monisme dan
aliran dualisme. Aliran monisme
menggangap sistem hukum me-
rupakan satu  sistem  Kesatuan
hukum yang mengikat apakah
terhadap individu-individu suatu
ncgara ataupun tlerhadap ncgara-
ncgara dalam masyarakat inter-
nasional (Boer Mauna, 2003: 12).
Aliran Monisme terbagi menjadi
dua mahzab yaitu mahzab Bonn
dengan primat hukum interna-
sional dan menyatakan doktrin
hukum internasional tidak lain
adalah  kelanjutan dari  hukum
nasional, dengan perkataan lain
hukum nasional merupakan hu-
kum internasional untuk urusan
luar  negeri belaka (auszeres
Staatrecht) dan mahzab Vienna
yang menyatakan hukum nasional
tunduk pada hukum internasional
vang kekuatan mengikatnya ber-
dasarkan suatu “pendelegasian”
dari hukum internasional (Moch-
tar Kusumaarmadja, 1999; 43-44).

istifah hukum humaniter yang
secara lengkap disebut dengan
“International Humanitarian Law
Applicable In Armed Conflict”
berkailan erat sekali dengan Hak
Asasi Manusia. Hal ini didasarkan
pada asumsi bahwa hukum perang
berlandaskan pada kemanusiaan.

Kaitan yang erat antara hukum
perang dengan hak asasi manusia
ditegaskan oleh aliran Integra-
tioniste yang menyatakan, bahwa
sistemn hukum yang satu berasal
dari sistem hukum yang lain.

Kaitan sistern hukum humaniter

dengan sistem hukum hak asasi

manusia, terdapat dua kemung-
kinan:

1. Hak asasi manusia menjadi
dasar hukum humaniter. Pe-
nganutnys antara lain Robert(-
son yang menyatakan: “Hak
asasi manusia merupakan hak
dasar untuk semua orang, sc-
tiap waktu dan berlaku di-
mana-mana. Oleh karena itu
maka hak asasi manusia meru-
pakan genus. Sebaliknya, hu-
kum humaniter merupakan
species, karcna hanya berlaku
untuk golongan tertentu saja
dan dalam keadaan tertentu
pula” (G.P.H. Haryomataram,
1988: 4-5).

2. Hukum humaniter merupakan
dasar dari hak asast manusia.
Penganutnya adalah Pictet de-
ngan alasunnya bahwa hukum
humaniter {ahir lebih dahulu
dari hak asasi manusia. Lebih
fanjut Pictet menyatakan “hu-
kum humaniter (dalam arti
lnas) terdiri dar dua bagian,
yaitu hak asasi manusia dan
hukum perang, sedangkan
hukum perang 1n1 dibagi
dalam hukum Den Haag dan
hukum Geneva. Hukum Gene-
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va in1 merupakan hukum hu-
maniter dalam  aiti  sempit”
(G.P.H. Haryomataram, 1988:
4-5).

Mengenal penerapan hukum
humaniter. Infernational Commi-
ssion of Red Cross (ICRC) me-
nyatakan. bahwa hukum humani-
ter internasional juga diakui
berlaku  dalam  situasi  anarkis,
yaitu situast terdapat kelompok-
kelompok bersenjata yang beru-
saha mengambil keuntungan dari
tumbulnya kevakuman politik un-
tuk memperoleh kekuasaan mela-
lui cara-cara kekerasan (ICRC,
2002: tanpa nomor halaman).

Lebih lanjut The institute
of Iiternational Law vang didi-
rikan pada tunggal 8 Scptember
1873 di Belgia mendeklarasikan
mengendl kewajiban dari negara-
negara maupun kesatuan-kesatuan
yang bukan negara untuk meng-
hormati hukum humaniter inter-
nasional, Negara-negara maupun
Kesatuan-kesatuan yang bukan ne-
gara vang terhibat dalam suatu
konflik bersenjata tidak dapat
menyangkal penerapan dari hu-
kum  humaniter  internasional
dalam konflik mereka. Deklarasi
dari The Instituie of International
Law berbunyi:
"Every Stare and every non-Stute
entity participating in an armed
conflict are legally bound vis-a-
vis each other as well as all other
members  of the international
CORNAURITY to respect internu-
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tional humanitarian law in oll

circumstances, und any other

State is legully entitled to de-

mand respect for this body of

law. No State or non-State entiry
can escape its obligations by
denving the existence of an
armed  conflicr”  {(Fourteenth

Commission, Rapporteur: Mr

Milan Sahoviz, 2999: tanpa

nomor halaman).

Berdasarkan Pasal 4A Kon-
venst Jenewa III Tahun 1949,
tawanan perang adalah orang-
orang yang telah jatuh ke dalam
tangan musuh, yang termasuk ke
dalam golongan anggota angkatan
perang dart suatu pihak dalam
sengketa, anggota-anggota milisi
sertd anggota-anggota dari barisan
sukarela lainnya, termasuk para
anggota gerakan perlawanan yang
diorganisir, para anggota angkatan
perang reguler tunduk pada suatu
pemermtah atau kekuasaan yang
tidak diakul negara penahan,
orang-orang yang menyertai ang-
katan  perang tanpa dengan
sebenarnya menjadi anggota dari
angkalan  perang  ite,  anggota
awuak kapal pelayaran niaga ter-
masuk nahkoda, pemandu laut,
taruna dan awak pesawat terbang
sipil  dari  pihak-pihak  dalam
sengketa, penduduk wilayah yang
belum diduduki yang takala mu-
suh mendekat, atas kemauan sen-
diri dan dengan  serentak  me-
ngangkat senjata untuk melawan
pasukan-pasukan yang menyerbu,
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Dengan melihat rumusan dari
Pasal 4A Konvensi Jenewa III
Tahun 1949, scorang kombatan
harus memenuhi syarat-syarat ter-
tentu agar memperoleh status se-
bagas tawanan perang, di anta-
ranya adalah:

1. Dipimpin oleh seorang
komandan yang bertanggung
Jawab atas bawahannya.

2. Memakai tanda atau embelem
yang dapat dikenali dari jauh.

3. Membawa senjata  secara
terbuka.

4. Menghormati hukum dan ke-
brasaan perang (Arlina Per-
manasari et al, 1999: 27),

dan untuk dapat dikatakan sebagal

Levee en Masee harus memenuhi

syaral-syarat berikut:

I. Penduduk dari wilayah yang
belum diduduki.

2. Secara spontan mengangkat
sernjata.

3. Tidak  mempunyai  waktu
untuk mengorganisasikan
dirinya.

4. Menghormati  hukum  dan

Kebiasaan perang.

5. Membawa  senjata  secara
terbuka (Arlina Permanasari et

al, 1999: 27,

Scluruh  persyaratan di  atas
bersifat satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan. sehingga apa-
bila syarat-syarat terscbut tidak
dipenuhi maka seseorang tidak
dapat digolongkan sebagai tawan-
an perang (Penulis, Wawancara,

dengan G.P.H Haryomataram, 27
Februari 2006).

Pada prinsipnya seorang ta-
wanan perang adalah tawanan dari
negara musuh dan bukan tawanan
dari orang-perorangan maupun
kesatuan dari tentara yang me-
nawan mereka, olch karena it
maka negara yang harus ber-
tanggung jawab atas pelanggaran
hak-hak dari rtawanan perang.
Seorang tawanan perang  harus
diperlakukan sesuai dengan asas
prikemanusiaan, oleh karena itu
perbuatan yang dapat menim-
bulkan kematian terhadap tawan-
an perang merupakan pelanggaran
berat (Grave Breach) ketentuan
Konvensi Jenewa ITT Tahun 1949
(Penulis.  Wawancara. dengan
G.P.H Haryomataram. 9 Agustus
2006).

Terhadap pelanggaran terha-
dap hak-bhak tawanan perang, hal
ini membebankan tanggung jawab
bagi negara. Menurut teori ke-
salahan objekiif tanggung jawab
negara adalah mutlak manakala
pejabat atau agen negara teiah
melakukan tindakan vang meru-
gikan orang Jain, maka negara
bertanggung jawab menurut hu-
kum internasional tanpa harus
dibuktikan apakah tindakan ter-
sebut terdapat unsur kelalaian atau
kesengajaan. Sehubungan dengan
lahirnya tanggung jawab negara.
hukum  Kebiasaan Internasional
menetapkan sebelum suatu seng-
keta diajukan ke hadapan penga-



dilan intcrnasional, harus ditem-
puh  terlebih  dahulu langkah-
langkah yang disediakan olch ne-
gara tersebut, vang dikenal de-
ngan “Exfaustion of Local Reme-
dies” {Arkna Permanasari et al,

1999: 275-276).

Dalam menetapkan tanggung
Jawab negara atas terjadinya pe-
langgaran-pelanggaran internasio-
nai. penvelidikannya adalah seba-
zal berikur:

1. Perlu ditentukan terlebih da-
hulu apaksh organ atau pe-
jabat negara yang bersalah
tersebut memiliki kewenangan
berdasarkan hukum nasional-
nva;

2. Apabila pejabat tersebut me-
miliki kewenangan maka di si-
ni perlu dilihat apakah ncgara
tersebut dapat dikaitkan de-
ngan kesalahan tersebut atau
ndak:

Apabila diyakini organ atau

pejabat negara tersebut tidak

memiliki kewenangan menu-
rut hukum nasionalnya, maka
negara tersebut tidak turut ber-
tanggung jawab atas tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh
organ atau pejabat negara ter-
sebut.  vang disebut sebagai
doktrin  “Keterkaitan” (uitra

vires) (J.G.Starge, 1995: 407).

Apabila tindakan tersebut di-

lakukan oleh warga negara secara

pribadi, maka alasan untuk tidak
mengkaitkan negara jauh lebih
kuat, karena doktrin keterkaitan

(Y]
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berpijak pada tindakan vang dila-
kukan oleh pcjabat negura atau
organ-organ negara.

Dalam Pasal | Konvensi Jene-
wa {II Tahun 1949 menyatakan:
“Pihak-pihak peserta agung ber-

Janji untuk  menghormati  dan

menjamin pernghormatan konven-
s1 i dalam segala kecadaan™.
Kata-kata “menjamin penghor-
matan” di sini, menurut G.P.H
Haryomataram mempunyai arti,
bahwa negara di sini tidaklah
cukup hanya memerintahkan saja
baik kepada sipil maupun petugas
militer untuk mentaati konvensi
tersebut, tetapi juga di sini negara
berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaannya sehingga konven-
st terscbut benar-benar ditaati
(Syahmin. A K, 1985: 85).
Dengan melihat rumusan dari
Pasal 6 London Agreement 1943,
khususnya definisi mengenai War
Crimes yaitu pelanggaran-pelang-
garan terhadap hukum dan kebia-
saan perang, maka pelanggaran
terhadap hak-hak tawanan-tawan-
an perang dapat digolongkan se-
bagai kejahatan perang (War
Crimes). Pasal 129 Konvensi 1II
Jenewa, menyatakan:
“The High Contracting Parties
undertake 1o enacr any legisia-
Hon necessary o provide effect-
tive penal sanctions for persons
committing, or ordering to he co-
mmitted, any of the grave brea-
ches of ihe present Convention
defined in the following Article.
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Each High Contracting Party
shall be under the obligation to
search for persons alleged to
have commiited. ar to have or-
deved to he committed  such
grave breaches, and shall bring
such persons, regardless of their
nationnalitv,  before  its own
courts. It may also, If it prefers,
and in accordance with the
provisions of its own legislation,
hand such persons over for trial
to another High Contracting
Party concerned, provided such
High  Conrracting  Party  has
mace out a prima fucie case.
Lach High Contracting  Purry
shall take measuwres necessary
for the suppression of all acts
contrary to the provisions of the
present Convention other than
the grave breacheys defined in the
following Article.

In all civcumstances, the accused
persons shall benefir by safe-
grards of proper trial and de-
fence, which shall not be less
Juvourable than those provided
by Article 103 and those follow-
ing of the present Convention.”

Secara umum, sesuai dengan
asas  kemanusiaan  (Humanity
Principle) seorang kombatan yang
jatuh ke dalam tangan musuh ber-
hak atas perlindungan umum yang
diberikan Hukum Humaniter In-
ternastonal dalam Konvensi III
Jencwa 1949, yaitu:

}. Hak untuk diperlakukan de-
ngan pertkemanusiaan (Pasal

13 paragraf 1),

2. Hak untuk dilindungi dari tin-
dakan-tindakan kekerasan, an-
caman, terhadap penghinaan-
penghinaan dan tontonan u-
mum (Pasal 13 paragraf 3);

3. Berhak atas penghormatan a-
tas pribadi dan martabalnya
(Pasal 14 paragraf 1):

4. Hak untuk tctap memiliki
kemampuan keperdataannyi
{Pasal 14 paragraf 3);

5. Hak untuk mendapatkan ja-
minan pemeliharaan hidup dan
jaminan  keschatan  dengan
cuma-cuma (Pasal 15):

6. Hak untuk tidak diperlakukan
diskriminatif (Pasal 16).
Pelanggaran tcrhadap hak-hak

tawanan perang merupakan pe-

langgaran berat terhadap keten-
tuan dari Hokum Humaniter In-
ternasional. Hal ini ditegaskan da-

Jam Pasal 13 Konvenst 11l Jenewa

Tahun 1949 vang menyatakan :
"Prisoner of War must at all
Himes be lunnunely treated. Any
unlawful act or omission by the
Detaining Power causing death
or serious endangering the he-
alth of a prisoner of war in its
custody is prohibited, and will be
regarded as a serious breach of
the present Convenstion....”,

dan Pasal 130 yang menyatakan :
“Grave breaches 1o which the
preceding Article relates shall be
those involving anv of the fol-
lowing acts, if committed against
persons or property protected by
the Convention: wilful killing,
torture or inhuman treutment, in-



cluding biological experiments,
wilfully causing great suffering
oF  serious injury fo bodv or

health, compelling a prisoner of

war to serve in the forces of the
hostile  Power, or wilfully de-
priving & prisoner of war of the
rights of fair and regular trial
presevibed in this Convention.”

Pclanggaran berat  terhadap
hukum humaniter Internasional
merupakan suatu  kejahatan pe-
rang, hal 1ni ditegaskan dalam
definisi  dari  kejahatan perang
(War Crimes) yang diatur dalam
Pasal 6 London Agreement 1945,
“Namely, Violation of the laws or
custom of war” (Stephen Strat-
ford, tanpa tahun: tanpa nomor
halaman),

Berkaitan dengan terjadinya
penyiksaan tawanan perang di
penjara Abu Ghraib, terdapat ke-
wajiban negara akan penghormat-
an terhadap berlakunya Konvensi
yang diatur secara bersamaan
dalam Pasal T Konvensi Jenewa I,
il, III, dan IV Tahun 1949: “The
High Contracting Parties under-
take to respect and to ensure
respect for the present Convention
in all circumstances.”

Ketentuan yang bersamaan
dalam keempat Konvensi Jencwa
Tahun 1949 mengenai penghor-
matan terhadap berlakunya Kon-
venst membebankan kewajiban
terhadap Amerika Serikat untuk
menghormati dan menjamin pe-
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laksanaan konvensi dalam segala

keadaan. Kata menjamin pelak-

sanaan Konvensi menurut G.P.H

Haryomataram mengandung ke-

wajiban bahwa negara harus:

I. Mcmerintahkan terhadap ang-
gota militer maupun sipil un-
tuk mentaati Konvensi;

2. Mengawasi pelaksanaan pe-
rintah tersebut kepada anggota
militer maupun sipil;

3. Mengambil tindakan apabila
terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan dari konvensi (Pe-
nulis, Wawancara, G.P.H Har-
yomataram, 9 Agustus 2006).,
Berdasarkan ajaran aliran Inte-

grationiste yang menganggap an-

tara hak asasi manusia merupakan
satu  kesatuan dengan Hukum

Humaniter Internasional, mengan-

dung pengertian bahwa negara

harus menjunjung tinggi hak asasi
manusia vang fundamental ketika
perang berlangsung. Kewajiban
dari negara untuk menjunjung
tinggt hak asasi manusia dalam
konftik bersenjata, dituangkan da-
lam hukum humaniter internasio-
nal melalui prinsip kemanusiaan.

Dengan adanya kewajiban negara

untuk memerintahkan kepada ang-

gota militcrnya untuk mentaati

kctentuan Konvenst Jenewa III

Tabun 1949, maka ketentuan

tersebut harus ditafsirkan bahwa

tawanan perang berhak atas per-
lindung hak asasinya ketika mere-

Ka lertangkap.
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Dengan adanya kewajiban ne-
gara untuk menjunjung hak asasi
manusia terhadap tawanan perang
schagaimana diatur dalam Kon-
vensi Jenewa [l Tahun 1949,
Amerika Serikat menyatakan telah
memerintahkan kcpada para per-
sonil militernya yang bertugas di
penjara Abu Ghraib untuk mem-
perlakukan para tawanan perang
di penjara Abu Ghraib dengan
sebaik mungkin. Dengan adanya
perintah dari  Amerika Serikat
untuk  memperiakukan tawanan
perang di penjara Abu Ghraib
dengan sebatk mungkin, maka
pengakuan dari personil militer
Amerika Serikat yang dijatuhi
hukuman karena melakukan pe-
nganiyaan terhadap tawanan pe-
rang bahwa mereka tidak dibekali
dengan pengetahuan akan Kon-
vensi Jenewa I11 Tahun 1949 tidak
terbukti, karema perintah untuk
mermperlakukan tawanan perang
dengan balk mengandung penger-
tian bahwa mereka harus menjun-
jung asas kemanusiaan yang ber-
laku dalam Hukum Humaniter
Internasional dalam memperla-
kukan para tawanan perang yang
ditahan di penjara Abu Ghraib.

Terkait dengan kewajiban ne-
gara untuk mengawasi pelaksana-
an dari Konvensi III  Jencwa,
maka Pasal 87 Protokol Tambah-
an 1 mengatur:

1. The High Contracting Parti-

es and the Parties to the
conflict shall require military

commanders, with respect o
members of the armed forces
wider their command and
other persons under thetr
control, to prevent and, whe-
re necessary, (o suppress and
io report 10 comperent au-
thoritics  breaches of the
Conventions and of this Pro-
tocol.
2. In order to prevent and sup-
press breaches, High Con-
tracting Parties and Parties
to the conflict shall require
that, conunensurate  with
their level of responsibility,
commanders  ensure  that
members of the urmed forces
under their command are
aware of their obligations
under the Conventions and
this Protocol.
The High Contracting Parti-
es and Parties 1o the conflict
shall reqitire any commander
who iy aware thar subordi-
ratees  or otfler  persons
ander his control are going
to commift or have commitied
a breach of the Conventions
or of this Protocol, ta initiate
such steps as are necessury
to prevent such violations of
the Conventions or this Fro-
tocol, and, where appropri-
ate, to initicte disciplinary or
penal action against viola-
tors thereof.”

(]

Dalam hal terjadinya pelang-
garan terhadap hak-hak tawanan
perang, seorang komandan yang
diangkat oleh negara penawan ti-



dak dapat membebaskan dirinya
atas tindakan yang dilakukan oleh
bawabhannya scbagaimana diatur
dalam Pasal 86 avat (2) Protokol
Tambahan I tentang Sengketa
Bersenjatg Internasional:
“The facr that a breach of the
Convenrions or of this Prorocof
was committed by a subordinate
does not absolve his superiors
from penal or disciplinary res-

ponsibility, ay the case may be, if

they knew. or had informarion
which vhould have enubled them
to conclude in the circumstances
at the time, rhat he was com-
IRIHRG or was golng 1o commil
such a breach and if they did not
take all feasible measures within
their power to prevent or repress
the breach.”

Bila komandan tersebut me-
ngetahui atau mempunyai infor-
masi yang seharusnya memung-
kinkan komandan tersebut untuk
mengambil  kesimpulan  dalam
situasi terscbut, bahwa bawah-
annya sedang melakukan atau
hendak melakukan suatu pelang-
garan tetapt komandan tersebut
tidak melakukan segala upaya
yang dapat dilakukan sesuai de-
ngan kekuasaan yang ada padanya
untuk mencegah atau menckan
terjadinya pelanggaran, maka ne-
gara yang mengangkat komandan
tersebut  sesual dengan  hukum
nasionalnya harus menjatuhkan
sanksi yang berupa sanksi pidana

PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA IT

TARUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN TAWANAN. .

atau sanksi disiplin terhadap ko-
mandan tersebut.

Implementasi dari Pasal 86
Ayat (2) Protokol Tambahan T
dalam kasus terjadinya penyiksa-
an tawanan perang di penjara Abu
Ghraib, adalah diadilinya Brigadir
Jenderal Janis Karpinski vang me-
rupakan scorang komandan Briga-
de Polisi Miiiter 800, secara admi-
nistratl oleh pengadilan militer
Amerika Serikat dengan tuduhan
melalatkan tugas (Dereliction of
Dutv), memberikan informasi me-
nycsatkan kepada penyidik, gagal
melaksanakan perintah dan mela-
kukan tindak pidana pencurian
(Josh White. 2005: A01). Terha-
dap tuduhan-tuduhan tersebut, ha-
nya dua tuduhan yang terbukti
yaitu melalaikan tugas dan pencu-
ran, dan schagai hukuman atas
hal tersebut maka Brigadir Jen-
deral. Janis Karpinski diturunkan
pangkatnya menjadi Kolonel dan
secara lormal ia juga kehilangan
Jabatannya  schagai  komandan
Brigade Polisi Militer 800 (Ano-
nim, 2005b: tanpa nomor hala-
man. ).

Sclain Janis Karpinski, ter-
dapat beberapa komandan militer
lammnya dengan pangkat yang
lebih rendah dari Janis Karpinski
yang menerima hukuman admi-
nistratif dengan perincian;

I. Tiga Mayor diberikan surat

leguran dan salah seorang di-

antara Ketiganya juga dibe-
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rikan hukuman administrasi

yang tidak dirinci.

Seorang Kapten dipecat seca-

ra tidak hormat dari kesatuan

militer, lima Kapten menerima
surat teguran, dan seorang

Kapten dibertkan  hukuman

administrasi  vang tidak di-

rinci.

3. Dua orang Letnan Satu diadili
di pengadilan, yang seorang
mendapat  surat leguran dan
yang seorang lagt diberikan
hukuman administratit yang
tidak dirinci.

4. Seorang Letnan Dua dipecat
secara tidak hormat dan se-
orang lagi diberikan surat te-
guran {Anonim, 2005b: tanpa
nomor halaman.).

Untuk menjamin pelaksanaan
dari Konvensi Jenewa III Tahun
1949, negara juga mempunyal ke-
wajiban untuk mengambil tindak-
an terhadap pelanggaran hak-hak
tawanan perang. Kewajiban dari
negara untuk mengambil tindakan
tcrhadap  pelanggaran  hak-hak
tawanan perang diatur lebih lanjut
dalam Pasal 129 Konvensi Jenewa
Il Tahun 1949 yang menyatakan
sebagai berikut:

“The High Contracting Parties

undertake to enact any legisla-

Hon necessary to provide effect-

tive penal sanctions for persons

cominitiing, or ordering to be
committed, any of the grave
breaches of the present Con-

[ o]

vention defined in the following
Article.

Fach High Contracting Party
shall be under the obligation to
search for persons alleged to
have committed. or to have
ordered to be committed, such
grave breaches, and shall bring
such persons. regardless of their
nationalitv,  before Its  own
courts. It may also, if it prefers,
and (n accordance with the
provisions of i1s awn legislation,
hand such persons over for trial
to  another High Contracting
Party concerned. provided such
High Contracting Parry has
made out a prima facie case.
Fach High Contructing Party
shall rake measures necessary
for the suppression of afl acts
contrary to the provisions of the
present Convention other than
the grave breaches defined in the
Jollowing Article.

in all circumstances. the accused
persons shall benefir by safe-
guards of proper trial and
defence, which shall not be less
favourable than those provided
by Article 105 and those fol-
lowing of the present Conve-
ntion.”

Pasal 129 Konvens: Jenewa
III Tahun 1949 di atas mengatur
bahwa negara harus mencari,
mengadili dan menghukum pelaku
yang melakukan tindakan pelang-
garan terhadap hak-hak tawanan
perang maupun terhadap orang
yang memberi perintah untuk me-



lakukan tindakan tersebut. Terha-

dap pclaku maupun pemberi pe-

rintah, Pasal 129 Konvensi I

Jenewa 1949 tersebut mengatur

bahwa sanksi yang harus dijatuh-

kan adalahe sanksi pidana hal ini
terlihat dari kata-kata “1o provide
effective penal sanctions”.

Untuk menindak lanjuti Pasal
129 Konvensi Jenewa Il Tahun
1949, Amerika Serikat menang-
kap, mengadili dan menghukum
tujuh  personil militernya vang
terlibat dalam tindakan pengani-
ayaan tawanan perang di penjara
Abu  Ghraib. dengan putusan
sebagai herikut:

I. Charles Graner anggota Bata-
lion 372 dengan pangkat Ser-
san dijatuhi hukuman pidana
penjara selama 10 tahun, atas
tuduhan  berkonspirasi dalam
menyiksa tahanan, mengania-
ya lahanan, menycrang tahan-
an, berbuat tidak senonoh
terhadap tahanan di penjara
Abu Ghraib, Selain hukuman
secara pidana, Charles Graner
juga dijatubi hukuman secara
administratif yang berupa pe-
mecatannyva dari dinas kemili-
teran. Hukuman pidana dija-
tuhkan terhadap Graner karcna
1a berpartisipasi secara aktif
dalam menganiaya tahanan di
penjara Abu Ghraib, scmen-
tara itu sanksi administratif
dijatuhkan terhadap Graner
karena tindakan Graner diang-
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gap  mempermalukan

militcr Amerika Serikat,
Megan Ambuhl seorang pa-

sukan cadangan dari Batalion

372 dengan pangkat Special-

ist, dijatuhi hukuman secara
administratif atas tuduhan me-

lalatkan tugas (Dereliction of
Duty) schingga memungkin-

Kan terjadinya ekses penyik-

saan tahanan di penjara Abu

Ghraib. Ambuhl dijatuhi hu-

kuman secara  administratif
berupa penurunan pangkat
dari Specialist menjadi Private
dan kehilangan gajinya selama
6 bulan karcna ia tidak terbuk-

tr secara langsung terlibat
dalam penganiayaan tahanan
di penjara Abu Ghraib.

Jercmy Sivits yang juga me-
rupakan anggota dari Batalion

372 berpangkat Sersan dija-

tuhi hukuman pidana | tahun

penjara atas tuduhan berkons-
pirasi dan terlibat sccara aktif
dalam menganiaya tahanan.

Atas kclalaiannya menjalan-
kan tugas Sivits juga dijatuhi
hukuman penurunan pangkat
discrtai pemecatannya  dari

dinas Kemiliteran. Walaupun

feremy Sivits teriibat secara
akuf dalam menganiaya para
tahanan 1a hanya dijatubi hu-
kuman satu tahun penjara ka-
rena kesaksiannya terhadap 6

personil militer lainnya yang
juga diadili karena melakukan

penganiayaan tahanan di pen-

korps
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jarg Abu Ghraib. Selain itu hal
yang meringankan Sivits ada-
lah mengakui semua perbuat-
annya disertai dengan permin-
taan maaf kepada rakyat Irak
+«dan militer tempatnya ber-
rugas (Jackie Spinner, 2004:
2).

Sabrina D. Harman anggota
Batalion 372 berpangkat Spe-
cialist dijatuhi hukuman pen-
jarg  enem bulan  berkaitan
dengan tindakannya berkons-
pirast dalam menganiaya ta-
hanan, melalaikan tugas serta
melakukan penyiksaan dan
penganiayaan tahanan, selain
itu Sabrina juga dijatuhi hu-
kuman administratif berupa
pemecatannya dari dinas ke-
militeran serta kehilangan ga-
jinya selama cnam bulan. Hal-
hal yang meringankan Sabrina
adalah adanya kesaksian dari
dua tahanan dalam pembela-
annya yang menyatakan bah-
wa Sabrina lebih baik dalam
memperlakukan tahanan jika
dibandingkan dengan penjaga
lainnya di penjara Abu Ghra-
ib. Dalam kesaksiannya seo-
rang tahanan vyang bernama
Amjad Tsmail Khall al-Taie
menyatakan  bahwa  Sabrina
tidak pernah melakukan ke-
kerasan terhadapnya (Anonim,
20006k: tanpa nomor halaman).
Javal 'Sean' Davis seorang
personil  militer  cadangan
Amerika Serikat berpangkat

Sersan terbukti bersalah atas
tuduhan melalaitkan  tugas,
memberikan keterangan palsu,
dan melakukan kekerasan ter-
hadap tahanan. Javal Sean
Davis dijatuhi hukuman pida-
na 6 bulan penjara, penurunan
pangkat serta pemecatan sc-
cara tidak hormat dari dinas
kemiliteran (Anonim, 2005c:
tanpa nomor halaman). Hal-
hal yang meringankan Davis
adalah mengakui perbuatan
yang dituduhkan Kkepadanya
disertai dengan pernyataan pc-
nyesalannya yang mendalam
serta permintaan maaf kepada
para korban yang disiksanya
di penjara Abu Ghraib (Mat-
thew Chlosta, 2003: tanpa no-
mor halaman).

Ivan Frederick berpangkat
Staf Scrsan merupakan ang-
gota Batalion 372. Ivan Fre-
derick mengakui semua tuduh-
an yang ditujukan kepadanya
olch pengadilan militer Ame-
rika Scrikat, yaitu berkonspi-
rast dalam menyiksa tahanan,
melalaikan tugas, menganiaya
tahanan, menyerang tahanan
dan melakukan tindakan tidak
senonoh atas tahanan (Ano-
nim, 2004k; tanpa nomor ha-
laman). Atas semua tindak-
annya tersebut, maka Ivan
Frederick dijatuhi  hukuman
delapan tahun penjara  dan
hukuman secara administratif
yang berupa pembatalan gaji,



pemecatan secara tidak terhor-
mat disertar dengan penurunan
pangkat terhadap Ivan Frede-
rick.

7. Lynndie Rana England per-
sonil mibiter dari Batalion 372
berpangkat Spesialist, dinyata-
kan bersalah atas tuduhan ber-
konspirasi dalam menganiaya
para tahanan, menganiava ta-
hanan, dan meclalaikan tugas.
Atas tuduhan terscbut, Lydie
England dijatuhi hukuman
tiga tahun penjara vang diser-
tai dengan pemecatannya dari
dinas kemiliteran secara tidak
hormat. Setelah vonis dijatuh-
kan. Lyndie England meminta
maaf kepada publik atas kesa-
lahan yang dia lakukan (Ano-
nim, 2005d: tanpa nomor ha-
laman}).

Sebagaimana  dirumuskan
dalam Pasal 129 Konvensi Jencwa
HI Tahun 1949, terhadap pelaku
maupun  orang yang memerin-
tahkan untuk melakukan salah sa-
tu maupun seluruh tindakan pe-
langgaran hak-hak tawanan pe-
rang yang diatur dalam Pasal 130
harus diganjar dengan hukuman
pidana. Terhadap enam personil
militernya yaitu Charles Graner,
Jeremy  Sivits, Sabrina D.
Harman, Javal 'Sean’ Davis, Ivan
Frederick  dan  Lynndic Rana
England. yang terbukti melakukan
tindakan penganiayaan terhadap
tawanan perang di pcnjara Abu
Ghraib dijatubi hukuman pidana
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penjara yang disertai dengan hu-
kuman administrasi yang berupa
pemecatan dan penurunan pang-
kat,

Terhadap pelanggaran hak-
hak tawanan perang di penjara
Abu  Ghraib, Amerika Serikat
menggunakan hukum  militernya
untuk mengadili para pelaku yang
terlibat tindakan  terschut maupun
yang mclalaikan  kewajibannya
tersebut. Tlukum Amerika Serikat
yang digunakan adalah Uniform
Code of Military Justice. Peng-
gunaan Uniform Code of Military
Justice dalam mengadili personil
militcrnya tersebut karena keten-
tuan dari konstitusi Amerika Seri-
kat yang mengenal suatu traktat
yang dibuat atau akan dibuat olch
otoritas merupakan hukum negara
tertinggi (the supreme law of the
land) (J.G. Starge, 1995: 11O,
Dengan adanya konsep “the su-
preme law of the land”, praktek
Amerika  Serikat membedakan
adanya  perjanjian  internasional
yang bersifat “self executing” dan
perjanjian internasional yang ber-
st “non-self executing”. Dalam
prakitk  Amerika Serikat. suatu
perjanjian internasional dikatakan
bersifal “self executing” apabila
menurut pendapat pengadilan-pe-
ngadilan Amerika Serikat tidak
mensyaratkan secara tegas adanya
suatn undang-undang untuk dapat
diberlakukan ditingkat nasional.
Pada sisi lain suatu perjanjian in-
ternasional dikatakan bersifat aon-
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self executing apabila perjanjian
internasional tcrsebut mensyarat-
kan adanya suatu undang-undang
untuk diberlakukan di tingkat
nasional. Perjanjian internasional
yang hersifat  non-self executing
in1 udak mengikat pengadilan-
pengadilan Amerika Scrikat hing-
ga undang-undang tersebut dite-
tapkan (J.G. Starge, 1995: 110).

Dengan melihat kepada ru-
musan dari Pasal 129 Konvensi
Jenewa 11 Tahun 1949 (The High
Contracting Parties undertake 1o
enact any legislation necessa-
rv...). maka berdasarkan konsep
“the supreme law of the land”,
Konvensi Jenewa I Tahun 1949
merupakan Perjanjian internasi-
onal yvang bersifat non-self exe-
cuting, sehingga Amerika Serikat
teritkat untuk menerapkan keten-
tuan tersebut dalam mengadili
personil militernya menurut hu-
kum nasionalnya karena telah
adanya ketentuan Uniform Code
of Military Justice. Dengan dc-
mikian pengadilan terhadap tujuh
personil militernya yang terlibat
secara aktif dalam penyiksaan
tawanan perang di Penjara Abu
Ghraib telah scsuai dengan ke-
tentuan  Konvensi III Jenewa
Tahun 1949.

Berdasarkan analisis penulis
vang telah dijabarkan diatas, maka
jawaban dari permasalahan kedua
dalam penulisan ini mengenai
tanggung jawab dari Amerika Se-
rikat atas terjadinya pelanggaran

hak-hak tawanan perang di
penjara Abu Ghraib hanya sebatas
mencari, mengadili dan menghu-
kum para pelakunya dan hal ini
telah dipenuhi oleh Amerika
Serikat. Terkait dengan tanggung
jawab  Amerika Serikat untuk
memberikan kompensasi terhadap
tawanan perang di penjara Abu
Ghraib, maka berdasarkan teori
kesalahan objektif dan doktin "ke-
terkaitan” bahwa Amerika Serikat
tidak berkewajiban untuk membe-
rikan ganti kerugian kcpada para
korban, mengingat tidak terbukn
adanya keterlibatan dari pcjabat
atau agen Amcrika Serikat dalam
kasus tersebut

IV.PENUTUP

Amerika Scrikat telah mene-
rapkan ketentuan dari Konvensi
Il Jenewa Tahun 1949 bescrta
dengan Protokol Tambahan [,
karena telah mencari, mengadili
dan menjatuhi hukuman pidana
bagi para pelaku yang terbukti
terlibat secara aktif dalam penyik-
saan tawanan perang di penjara
Abu Ghraib dan juga menghukum
secara administratif beberapa pe-
tinggi militer vang terbukti mela-
laikan tugasnya untuk mengawasi
pelaksanaan dar1 ketentuan ter-
sebut.

Tanggung jawab Amcrika
Serikat berdasarkan ketentuan dari
Konvenst [II Jenewa Tahun 1949
beserta dengan Protokol Tambah-



an | hanya terbatas pada mencari,
mengadili dan menghukum para
pelaku vang terlibat secara aktif
maupun mereka yang melalaikan
tugasnya. Denguan demikian Ame-
rika Serikate tidak berkewajiban
untuk memberikan ganti kerugian
terhadap para korban mengingat
tidak dapat dibuktikan adanya
keterlibatan dari pejabat atau agen
Amerika Serikat dalam  kasus
tersebut.
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